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Kata Pengantar

lhamdulillah, syukur kepada Alloh SWT
Aakhimya saya dapat melakukan finalisasi
pengembaraan ide tentang akuntabilitas
menjadi sebuah karya tulis dalam sebuah buku yang berjudul
Mempertegas Akuntabilitas. Ide penulisan buku ini lahir dari
kegalauan saya setiap kali menanyakan arti dan makna
akuntabilitas kepada orang-orang yang saya temui, baik
mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat kebanyakan.
Jawabannya: akuntabilitas ya pertanggungjawaban! Jika makna
akuntabilitas adalah pertanggungjawaban, mengapa harus repot
untuk menyandingkannya dalam konsep politik maupun
pemerintahan? Dan apakah laporan pertanggungjawaban juga
disebut sebagai laporan akuntabilitas? Masih banyak lagi
pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan makna
akuntabilitas yang membuat saya penasaran untuk mencari
jawaban-jawabannya.

Terlepas dari beragam konsep akuntabilitas yang
muncul dan beragam jenisnya, saya percaya bahwa pemahaman
sebuah konsep akuntabilitas sangat penting dimiliki oleh siapa
saja, terlebih mereka yang beraktivitas pada sektor politik dan
pemerintahan. Akuntabilitas adalah sebuah konsep yang sangat
dekat dengan demokrasi dan memberikan jaminan bahwa
pemilik kekuasaan atau rakyat tidak diabaikan di dalam tata
kelola politik dan pemerintahan pada negara yang demokratis.
Akuntabilitas sendiri bukan sebuah konsep yang kaku dan
statis, namun layaknya hidup yang penuh dengan dinamika,
akuntabilitas adalah konsep yang sangat dinamis berkaitan
dengan  hubungan kekuasaan antar aktor. Dalam
operasionalnya, akuntabilitas  semestinya lahir  dari
kesepahaman antar aktor, dalam hal ini pemilik kekuasaan
(principal) dan pelaksana mandat kekuasaan (agent), untuk
melakukan sebuah aktivitas dengan tujuan dan target yang



terukur secara jelas. Hal ini juga masih dilengkapi dengan
implikasi-implikasi berupa penghargaan (rewards) atas
keberhasilan dalam melaksanakan mandat kekuasaan maupun
sanksi (punishment) atas kegagalan dalam memenuhi tujuan
serta target yang telah ditetapkan.

Saya berharap buku ini dapat menawarkan perspektif
yang berbeda dengan memberikan jabaran dan penjelasan atas
konsep akuntabilitas secara lebih terperinci, lebih jelas, dan
lengkap dengan ilustrasi aktivitas sehari-hari. Dengan demikian
paling tidak pembaca mendapatkan gambaran yang lebih
komprehensif =~ mengenai  konsep  akuntabilitas  serta
operasionalisasinya dalam kehidupan keseharian.

Saya berterima kasih kepada Prof. Stephanie Anderson
dan Prof. Thomas R. Seitz dari University of Wyoming,
Amerika Serikat yang telah menunjukkan kepada saya konsep
akuntabilitas yang sangat penting maknanya bagi pelaksanaan
demokrasi dan tata kelola. Tak lupa saya juga berterima kasih
kepada kolega saya pada Departemen Politik dan Ilmu
Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro yang memberi
insight baru dalam setiap diskusi; Pak NHS, Bu Nunik Retno
Herawati, Bu Rina Martini, Bu Puji Astuti, Pak Muhammad
Adnan, Pak Yuwanto, Prof. Budi Setiyono, Mbak Dewi, Mbak
Tiwik, MasBro Wijayanto, Mas Wahid, Mbak Lusia Astrika,
Mbak Neny, Mas Budi Prasetyo serta Mbak Nastiti. Kepada
kolega diskusi dan eyel-eyelan; Bu Kushandajani, Bu Fitriyah,
Mbak Laila Kholid Alfirdaus, Mas Hendra Try Ardianto dan
Mas Bangkit A. Wiryawan. Terima kasih untuk para senior dan
kolega yang turut mewarnai tumbuh kembang nalar saya; Prof.
Naili Farida, Prof. Hardi Warsono, Prof. Paramita
Prananingtyas, Prof. Bulan Prabawani, Pak Turnomo Raharjo,
Pak Budi Puspo Priyadi, Mbak Reni Shinta Dewi, Mas Andi
Wijayanto, Mbak Sari Listyorini, Mbak Retna Hanani, Kak S.
Rouli Manalu. Terima kasih yang tulus juga saya sampaikan
kepada pimpinan FISIP Universitas Diponegoro; Pak Dekan
Teguh Yuwono dan Bu Wakil Dekan Ika Riswanti Putranti atas
kesempatan dan ruang untuk berinovasi dan mengejawantahkan
akuntabilitas dalam tata kelola yang menantang. Terakhir saya
harus menghaturkan banyak terima kasih kepada istri saya,
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Yesika Maya Ocktarani yang penuh dengan kesabaran dan
kasih sayang nyreweti suaminya agar tidak hanya berproses,
namun juga berprogres! Thank you for endless love and support
Mommy!

Kepada para mahasiswa, khususnya yang belajar pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Diponegoro, saya menyampaikan terima kasih atas
diskusi dan interaksi kita di dalam kelas. Saya juga banyak
belajar dari Anda sekalian untuk memiliki perspektif yang lebih
luas, mendengarkan dan memahami realitas yang berada di luar
pantauan saya.

Saya menyadari bahwa buah pemikiran ini sangat jauh
dari bentuk yang ideal, untuk itu saya sangat terbuka menerima
saran, masukan, dan kritik dari pembaca untuk perbaikan
konsep dan penulisan buku serupa pada masa-masa mendatang.
Semoga buku ini membawa manfaat untuk bisa memberikan
pemahaman yang lebih lengkap tentang akuntabilitas,
khususnya bagi tata kelola politik dan pemerintahan di
Indonesia.

Semarang, 28 Mei 2024

Dzunuwanus Ghulam Manar
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BAB I

Mempertegas Akuntabilitas

stilah akuntabilitas ataupun akuntabel dapat

dengan mudah didapati dalam pelbagai wacana

yang berkembang dalam masyarakat. Pada sektor
pemerintah secara khusus, akuntabilitas merupakan sebuah
formula untuk menjalankan dan mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Pada konteks ini,
pemerintahan demokratis memandang akuntabilitas sebagai
sebuah keniscayaan penyelenggaraan pemerintahan untuk
menjamin kehendak rakyat direspons oleh para pembuat
kebijakan (legislatif), dipenuhi dan dilaksanakan oleh para
pelaksana kebijakan (eksekutif) dan rakyat memiliki hubungan
atau kontak-kontak yang intensif dengan mereka yang duduk
pada lembaga legislatif dan eksekutif sebagai konsekuensi dari
pemerintahan demokrasi yang mereka pilih. Oleh karena itu
akuntabilitas menjadi konsep yang Ilumrah pada aspek
pemerintahan demokrasi dewasa ini. Namun demikian
bagaimana dengan arti dari akuntabilitas itu sendiri?

Ketika mencari arti kata akuntabilitas atau akuntabel
melalui mesin pencari pada internet, hampir dapat dipastikan
bahwa kata pertanggungjawaban atau tanggung jawab menjadi
kata yang mudah ditemui untuk memberi makna pada
akuntabilitas. Sehingga tidak mengherankan bagi sebagian
orang dengan mudahnya memaknai akuntabilitas sebagai
pertanggungjawaban. Bahkan di  Indonesia  sendiri
akuntabilitas dalam pelaksanaannya disederhanakan sebagai
bentuk laporan, yakni dokumen tertulis yang menjelaskan
perencanaan dan pemenuhan atau pencapaian kinerja instansi
pemerintah  yang dikenal dengan Laporan Kinerja



Akuntabilitas Instansi Pemerintah/LAKIP!. Dapat dipahami
bahwa publik lebih mudah memaknai akuntabilitas dengan
pertanggungjawaban.

Selain itu, dari diskusi dengan teman, mahasiswa,
maupun masyarakat luas, kata akuntabilitas tidak memiliki
makna atau penjelasan lain selain pertanggungjawaban! Jika
akuntabilitas sama dengan pertanggungjawaban, lantas
bagaimana penjelasan teknis operasionalnya? Lagi-lagi kita
hanya terjebak kepada perangkap semantik dengan
penggunaan kata-kata yang sangat kabur dan tidak dapat
memberikan definisi secara jelas, bahkan sampai dengan
tataran praktis operasionalnya.

Hal yang berbeda muncul pada diskusi maupun
penjelasan akuntabilitas yang dilakukan oleh para ahli, secara
spesifik yang berkaitan dengan politik, demokrasi maupun
manajemen publik. Akuntabilitas pada konteks ini konteksnya
kompleks atau tidak secara sederhana dapat dijelaskan atau
digantikan dengan satu atau dua kata saja. Bahkan ketika
menjelaskan akuntabilitas selalu dimaknai dengan aktor atau
subyek, yakni siapa yang  berakuntabilitas = dan
mengakuntabilitaskan, berkenaan dengan urusan seperti apa
mekanisme akuntabilitas dilaksanakan dan bagaimana
mekanisme akuntabilitas tersebut dijalankan.

Memberikan penjelasan atas hal-hal tersebut tentunya
membutuhkan wuraian yang tidak sederhana sehingga
akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang membutuhkan
penjelasan komprehensif serta tidak dapat diberikan istilah
pengganti dengan kata yang sederhana. Bisa jadi menjelaskan
atau memberi makna akuntabilitas dengan
pertanggungjawaban adalah bentuk penyederhanaan atau
simplifikasi yang tidak tepat atau tidak relevan.

I BAPPENAS, 2013



Oleh karena itu perlu adanya penegasan bahwa pada
dasarnya akuntabilitas bukan semata-mata
pertanggungjawaban. Perbedaan ini cukup mendasar karena
hakekatnya kompleksitas penjelasan dan pelaksanaan
akuntabilitas tidak dapat disederhanakan. Akuntabilitas
membutuhkan penjelasan yang berkaitan dengan pelaku/aktor,
urusan di antara kedua aktor dan mekanisme yang harus
dijalani kedua belah pihak sebelum, pada saat dan setelah
urusan tersebut dilaksanakan, termasuk implikasi bagi kedua
belah pihak®. Hal ini sangat penting agar istilah akuntabilitas
dan pertanggungjawaban tidak membingungkan dan
dipertukarkan ~ karena  memiliki  perbedaan-perbedaan
mendasar.

Oleh karena itu perlu untuk dapat memperjelas dan
mempertegas hakekat akuntabilitas dengan mendasarkan pada
konsep akuntabilitas dari beberapa pakar. Dengan demikian
kita akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif
tentang akuntabilitas yang tidak semata-mata menjadi istilah
semu dan kosong yang tidak dapat dijelaskan secara nyata,
termasuk tataran praktis dan operasionalnya. Sebagai sebuah
konsep dalam ilmu sosial, bahkan populer dalam politik dan
tata kelola pemerintahan, akuntabilitas perlu mendapatkan
porsi yang sama dengan demokrasi, keterbukaan, maupun
transparansi yang dapat didefinisikan dan
dioperasionalisasikan. Oleh karena itu, pada pembahasan buku
ini akan dijabarkan beberapa pendapat dari pakar akuntabilitas,
seperti Richard Mulgan dari Australia National University,
Mark Bovens dari Utrecht University, serta Robert D. Behn

2 Behn, Robert D., 2001, Rethinking Democratic Accountability,
Washington D.C., Brooking Institution Press, Goetz, Anne Marie dan
Jenkins, Rob, 2005, Reinventing Accountability: Making Democracy
Work for Human Development, New York, Macmillan Palgrave, Bovens,
Mark, 2003, “Public Accountability,” paper presented on EGPA Annual
Conference.



dari Harvard Kennedy School. Melalui penjabaran atas
publikasi mereka diharapkan dapat memberikan penjelasan
yang cukup lengkap tentang akuntabilitas sebagai sebuah
konsep yang dinamis dan mengatur hubungan antar manusia.
Lebih daripada itu, penjelasan-penjelasan yang muncul juga
dapat memberikan penegasan atas perbedaan antara
akuntabilitas dengan pertanggungjawaban. Hal ini sangat
penting agar pada masa-masa mendatang tidak lagi muncul
miskonsepsi dan penyederhanaan penggunaan istilah
akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Keduanya memiliki
makna yang berbeda serta jabaran operasional yang berbeda
pula.



BAB VI

Amanah: Membumikan Akuntabilitas

Amanah adalah sebuah konsep yang relatif sudah
cukup lama dikenal di Indonesia. Kata amanah merupakan
serapan dari Bahasa Arab dan dengan jumlah penduduk yang
dominan memeluk agama Islam dan cukup dekat dengan
kebudayaan Islam maupun Arab maka amanah cukup populer
baik dalam perbincangan masyarakat maupun pembelajaran
agama. Secara sederhana amanah berarti dapat dipercaya,
aman, tenang, atau tenteram, namun secara kompleks hal ini
menyangkut sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan”®. Oleh
karena itu amanah pasti menyangkut hubungan antar manusia,
yang secara personal hal ini bisa menyangkut hubungan antara
2 orang, maupun hubungan seseorang dengan orang banyak
dalam konteks komunal yang lebih luas.

Amanah adalah sebuah nilai kebajikan yang harus
menjadi pedoman dalam kehidupan manusia. Konsep amanah
sangat dekat dengan jujur, dapat dipercaya, serta tanggung
jawab. Berkaitan dengan tanggung jawab, maka pada dasarnya
amanah menyodorkan sebentuk tanggung jawab yang harus
dijaga dengan baik. Jika tidak, maka yang muncul adalah
penyalahgunaan kekuasaan yang berujung kepada kehancuran
dan kerugian®’. Secara lebih luas amanah merupakan pengikat
hubungan interpersonal karena tanpa amanah kehidupan
manusia akan hancur, tidak ada rasa saling percaya, serta

96 KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/amanah-2

97 Admizal, Iril, Taquyuddin, M, Andika, Titin., 2020., “Amanah dan
Khianat dalam Al-Qur’an menurut Quraish Shihab.” Al Tadabbur:
Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir Vol. 05 No. 02
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terjadi penghianatan dan permusuhan®®. Hal ini tentu tidak saja
berlaku pada level individu, namun juga berlaku pada level
yang lebih luas (komunal) seperti pada organisasi, bisnis,
komunitas, maupun negara. Adanya amanah menjadikan
manusia dapat menghilangkan atau mengatasi kebodohan,
ketidakadilan, penghianatan sehingga dapat menciptakan
hidup yang lebih damai dan lebih baik. Dengan demikian dapat
dipahami bahwa amanah merupakan beban kewajiban (taklif)
yang harus dijaga atau ditunaikan dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan yang telah dijanjikan atau diamanahkan.

Secara singkat, konsep amanah setara dengan
akuntabilitas karena paling tidak memenuhi beberapa kriteria,
seperti adanya hubungan antara 2 pihak, adanya perjanjian atau
kesepakatan berkaitan dengan hal-hal yang harus dilaksanakan
atau ditunaikan, serta adanya implikasi berupa dampak positif
berupa keamanan, kedamaian, ketenangan, tujuan yang
tercapai dan sejenisnya. Sebaliknya apabila tidak terlaksana
maka akan muncul dampak negatif berupa kerugian,
kehancuran, permusuhan dan ketidaktenangan.

Satu hal yang belum nampak dalam implementasi
amanah jika dibandingkan dengan akuntabilitas adalah belum
munculnya mekanisme diskusi berkaitan dengan pelaksanaan
perjanjian yang dilakukan, serta implikasi apabila hal tersebut
berhasil atau gagal untuk dilakukan. Pada konteks amanah,
implikasi lebih bersifat alamiah ketimbang sebagai tindakan
aktif dari pihak-pihak yang memberikan amanah atau kuasa.
Namun demikian, secara paralel terdapat hal-hal yang
memiliki kesamaan, baik dalam proses maupun dampak atau
akibat.

Oleh karena itu, amanah dapat dijadikan sebagai pintu
masuk (entry point) untuk memahami akuntabilitas secara
lebih komprehensif. Hal ini bisa menjadi strategi agar amanah

98 Agung, Muhammad Ivan., 2021, “Psikologi Amanah: Konsep,
Pengukuran, Tantangan” Buletin Psikologi Vol. 29 No. 2: 187-203.
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maupun akuntabilitas dapat saling melengkapi dan berjalan
bersama. Lebih daripada itu, manfaat yang diperoleh dari
implementasi amanah dan akuntabilitas akan berkontribusi
kepada perbaikan dan peningkatan tata kelola politik,
pemerintahan maupun dimensi-dimensi kehidupan manusia
yang lain.
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Apakah akuntabilitas sama dengan pertanggungjawaban?
Jawabnya tentu tidak!

Lantas bagaimana penjelasannya? Bagi sebagian orang secara
sederhana menyamakan akuntabilitas dengan pertanggungjawaban.
Padahal jika dirunut dari proses dan substansinya, akan ditemukan
beberapa hal yang membedakan pertanggungjawaban dengan
akuntabilitas.

Buku ini mencoba untuk memberikan sebuah perspektif tentang
akuntabilitas, khususnya yang terkait dengan politik dan pemerintahan.
Pemahaman sebuah konsep akuntabilitas sangat penting dimiliki oleh
siapa saja, terlebih mereka yang beraktivitas pada sektor politik dan
pemerintahan. Akuntabilitas adalah sebuah konsep yang sangat dekat
dengan demokrasi dan memberikan jaminan bahwa pemilik kekuasaan
atau rakyat tidak diabaikan di dalam tata kelola politik dan pemerintahan
pada negara yang demokratis. Akuntabilitas sendiri bukan sebuah konsep
yang kaku dan statis, namun layaknya hidup yang penuh dengan dinamika,
akuntabilitas adalah konsep yang sangat dinamis berkaitan dengan
hubungan kekuasaan antar aktor. Dalam operasionalnya, akuntabilitas
semestinya lahir dari kesepahaman antar aktor, dalam hal ini pemilik
kekuasaan (principal) dan pelaksana mandat kekuasaan (agent), untuk
melakukan sebuah aktivitas dengan tujuan dan target yang terukur secara
jelas. Hal ini juga masih dilengkapi dengan implikasi-implikasi berupa
penghargaan (rewards) atas keberhasilan dalam melaksanakan mandat
kekuasaan maupun sanksi (punishment) atas kegagalan dalam memenuhi
tujuan serta target yang telah ditetapkan.

Buku ini memberikan perspektif yang berbeda dengan
memberikan jabaran dan penjelasan atas konsep akuntabilitas secara lebih
terperinci, lebih jelas, dan lengkap dengan ilustrasi aktivitas sehari-hari.
Dengan demikian paling tidak pembaca mendapatkan gambaran yang
lebith  komprehensif = mengenai  konsep  akuntabilitas  serta
operasionalisasinya dalam kehidupan keseharian.
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